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Abstrak

Riset ini dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya penyaluran dana Bantuan
Pelaku Usaha Mikro (BPUM) bagi usaha mikro, dalam mempertahankan dan juga meningkatkan kinerja
usahanya di tengah kondisi pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah kualitatif
deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam riset ini ialah para pelaku usaha Mikro
yang memperoleh Bantuan Pelaku Usaha Mikro yang berjumlah sebanyak 6 orang. Hasil riset ini
menyatakan bahwa penyaluran dana BPUM yang dijadikan sebagai modal usaha bagi UMKM di masa
pandemi covid-19 cukup efektif. Hasil ini diperoleh dari hasil wawancara, 4 dari 5 indikator efektivitas
yang berupa pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu serta tercapainya tujuan, telah tercapai
sebanyak 6 orang sebagai pihak penerima BPUM, hal ini memberikan arti bahwa adanya ketercapaian
indikator tersebut sebesar 100%. Namun dalam hasil ini juga ditemukan adanya indikator dampak
program, dimana hanya 5 dari 6 penerima BPUM yang berhasil mengalami perubahan nyata dalam
melakukan kegiatan usahanya.

Kata kunci: Pandemi COVID-1; Pemulihan Ekonomi; Bantuan Pelaku Usaha Mikro

Abstract

This research was conducted to determine whether the distribution of Micro Business Actor
Assistance (BPUM) funds was effective or ineffective for micro businesses, in maintaining and improving
their business performance amidst the Covid-19 pandemic. The method used in this research is
descriptive qualitative with a case study approach. The respondents in this research were Micro
business actors who received Micro Business Actor Assistance, totaling 6 people. The results of this
research state that the distribution of BPUM funds which were used as business capital for MSMEs
during the Covid-19 pandemic was quite effective. These results shown, 4 of the 5 indicators of
effectiveness in the form of understanding the program, being on target, being on time and achieving
goals, had been achieved by 6 people as BPUM recipients, this means that there was 100%
achievement of these indicators. However, these results also found indicators of program impact, where
only 5 out of 6 BPUM recipients succeeded in experiencing real changes in carrying out their business
activities.
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Pendahuluan

Sejak awal tahun 2020, dunia tengah dihadapkan dengan ancaman pandemic covid-
19 yang dinilai telah memberikan dampak pada seluruh sektor yang ada, termasuk di
Indonesia. Dampak yang dirasakan Indonesia akibat pandemic covid-19 ini terjadi di berbagai
sektor, seperti sektor kesehatan hingga ekonomi. Pemerintah melakukan upaya atau usaha
dalam penanganan covid-19 tersebut, dalam hal ini dinilai menjadi prioritas yang wajib untuk
dilakukan, dalam menyelamatkan bangsa dan negara yang dilakukan dengan cara yang
sistematis dan juga terukur (Hanoatubun,2020). Daya beli masyarakat mengalami penurunan
dikarenakan adanya pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah untuk
mengurangi mobilitas masyarakat dan penularan covid-19 (Rosita,2020). Pembatasan ini
kemudian menyebabkan beberapa usaha mengalami kerugian sehingga banyak tenaga kerja
yang dirumahkan hingga putus hubungan kerja. Menurunnya minat beli masyarakat serta
pembatasan jam usaha yang diberlakukan pemerintah juga berdampak terhadap kinerja
UMKM di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan sebanyak 53,76%
(https://jurnal.kominfo.go.id)

Menurut Hardilawati (2020) dalam kondisi pandemi ditemukan beberapa UMKM yang
usahanya masih berada dalam keadaan yang stabil, hal ini dikarenakan para pelaku UMKM
ini mampu melakukan penyesuaian dalam segi produk dan juga berhasil melakukan beberapa
cara dalam persaingan dan juga bertahan melalui strategi pemasaran. UMKM dinilai sebagai
kegiatan usaha yang dilakukan oleh kalangan Masyarakat, yang memiliki tujuan menciptakan
dan menumbuhkan stabilitas ekonomi nasional, melakukan peningkatan jumlah pendapatan
dan juga pemerataan dalam bidang ekonomi, dalam proses peluasan dan penyediaan
lapangan pekerjaan bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan (Auliya,2021).
Marlinah (2020) dalam hasil risetnya membahas tentang kesempatan dan juga tantangan yang
diterima oleh UMKM dalam memperkuat ekonomi nasional yang terjadi di tahun 2020 ditengah
kasus pandemic COVID-19. Hasil temuannya memberikan pembuktian bahwa perwujudan
UMKM dalam bertahan di masa terjadinya pandemic tidak hanya dilakukan melalui UMKM
saja, namun juga adanya dorongan dari pihak pemerintah dalam kegiatan UMKM. Adanya
dukungan atau dorongan dari pihak pemerintah dalam hal ini berupa pembuatan suatu
kebijakan yang diawali dengan munculnya kabar isu kebijakan, adanya perumusan kebijakan,
hingga mengarah pada tahapan melakukan implementasi (Lukitasari et al., 2017).
Implementasi kebijakan dinilai sebagai kegiatan atau aktivitas yang secara langsung
dilaksanakan oleh pemerintah, individu, kelompok, maupun juga pihak swasta yang diberikan
arah dengan sasaran yang disesuaikan dengan prosedur (Alfrian&Pitaloka,2020).
Implementasi dilakukan oleh orang atau beberapa orang dalam merealisasikan suatu ide atau
gagasan yang disetujui secara bersama untuk melakukan suatu perubahan dengan harapan
adanya kegiatan yang sifatnya baru (Rahmat, 2017).

Gagasan ini berupa program yang berhasil dibentuk dan juga diimplementasikan oleh
pihak pemerintah yang dilakukan dengan pemberian bantuan, sehingga tepatnya pada tahun
2020 pihak pemerintah melakukan kegiatan proses penyaluran bantuan bagi pelaku usaha
mikro yang terdampak dari adanya kasus pandemic covid-19, dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020. Bantuan yang diberikan berupa
Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dimana diketahui bantuan ini disalurkan kepada para
pelaku UMKM jenis mikro yang melakukan kegiatan usahanya dalam usaha atau upaya
Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang berada dalam kondisi di tengah pandemic covid-
19. Program ini telah berhasil dijalankan oleh pihak Pemerintah sejak tahun 2020 dan program
ini dijalankan sampai tahun 2021 dengan besarnya nominal bantuan yang mencapai sebesar
Rp 1.200.000 per pelaku usaha. Data menunjukkan adanya sebanyak 12,7 juta para pihak
sebagai pelaku usaha mikro telah berhasil menerima penyaluran dana bantuan BPUM dengan
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nominal yang bernilai Rp 1.200.000, dimana program ini dilakukan secara tersebar di berbagai
Kawasan di Indonesia (dilansir dari www.liputan6.com, 2021) tanpa terkecuali para pelaku
usaha mikro yang ada di Kabupaten Buleleng, khususnya yang ada di Kecamatan Buleleng.
BPUM ini dianggap sebagai jenis bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada
pelaku mikro berupa uang tunai yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemulihan
ekonomi yang dilakukan secara nasional (Rozzaqg & Widiyarta, 2021).

Kabupaten Buleleng menjadi wilayah paling luas di antara delapan kabupaten dan
satu kota madya di Provinsi Bali. Dengan memiliki wilayah tersebut sebanding dengan jumlah
UMKM vyang tersebar di Kabupaten Buleleng. Bersumber dari Dinas Perdagangan,
Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2020,
menunjukan bahwa sektor perdagangan menjadi usaha yang paling banyak dibandingkan
dengan sektor lain 3 yang ada, yaitu : jasa, industri, pertanian dan non pertanian. Hal ini
menunjukan usaha pada sektor perdagangan memiliki kontribusi yang besar dalam
mempengaruhi kondisi ekonomi di suatu wilayah. Dinas UMKM juga melakukan pendataan
untuk pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan usahanya dan memiliki nomor KBLI. Dari data
tesebut jumlah UMKM pada sektor perdagangan terbanyak ada di Kecamatan Buleleng
sebesar 1.196. Sehingga kecamatan Buleleng menjadi penyumbang UMKM paling banyak di
antara kecamatan lainnya.

Berdasarkan data dari BPS pada Januari 2020, jumlah pelaku usaha mikro di
Kecamatan Buleleng yang menerima BPUM sebanyak 1.196 pelaku usaha dan jumlah UMKM
lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Buleleng.
Dimana hasil observasi ternyata tidak semua pelaku usaha mikro menerima dana BPUM, dan
dari hasil wawancara menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dari bantuan tersebut.
Melihat banyaknya UMKM yang menerima BPUM, ketidaktepatsasaran penyaluran dana
BPUM menjadi permasalahan yang timbul saat bantuan sosial disalurkan (Teja, 2020).
Terlebih banyaknya program bantuan dan stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah
menyebabkan pelaksanaannya menjadi tidak teratur dan dapat menyebabkan penyaluran
dana BPUM menijadi tidak efektif (Mufidah, 2020). Selain melakukan pengawasan, pemerintah
juga harus melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan penyaluran dana BPUM.

Hal ini terjadi sebab sejumlah dana BPUM telah memakai dana public, sehingga
sangat dibutuhkan adanya proses evaluasi terkait mengenai bagaimana hasil penyaluran dan
juga hasil pencapaian target dan juga efektivitas dari pelaksanaan program BPUM yang sudah
dijalankan ini (Syarifah, dkk, 2021). Menurut Andriani (2018) dalam hal ini memberikan
penjelasan bahwa efektivitas telah dianggap sebagai sebuah patokan untuk melakukan proses
perbandingan yang terjadi diantara proses yang diambil yang mengarah pada maksud dan
sasaran yang dicapai secara efektif sejalan dengan yang telah menjadi harapan. Hasil riset
yang juga dinilai relevan ialah oleh Zein (2020) yang dimana riset ini dilakukan dengan maksud
atau tujuan memperhatikan tingkat efektifitas BPUM dalam melakukan proses peningkatan
pada jumlah pendapatan yang berhasil dicapai oleh para pedagang di Bandar lampung yang
kondisinya mengalami dampak adanya kasus pandemic covid-19. Hasil riset ini berhasil
memberikan pembuktian bahwa dengan adanya kegiatan pelaksanaan bantuan yang
bernama BPUM ini melalui peningkatan jumlah nilai pendapatan yang dicapai oleh para
pedagang yang kondisinya berada di dimasa pandemic, dinyatakan efektif pada tingkat
integrasi dan juga pada tingkat adaptasi. Riset yang dilaksanakan oleh Malini dan Trisna
(2021) menunjukkan bahwa secara parsial efektivitas atas pemakaian dana BPUM,
pemakaian software akuntansi dan juga human capital yang memberikan hasil yang arahnya
positif dan juga arahnya signifikan pada tingkat kinerja usaha mikro. Hasil riset Astuti dan
Krismartini (2021), menjelaskan mengenai dampak yang dimunculkan oleh adanya covid-19
pada UMKM dan juga adanya kegiatan usaha atau upaya yang dilakukan oleh pihak
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pemerintah dalam mencari alternatif sebagai bentuk solusi menangani masalah ini. Hasil dari
risetnya menunjukkan pelaksanaan program BPUM dinilai sangat perlu untuk ditingkatkan
karena dalam hal ini ditemukan adanya komunikasi keterbatasan sumber daya.

Mengacu pada hasil riset sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan
penelitian secara lebih lanjut membahas tentang efektivitas penyaluran dana BPUM dalam
mempertahankan dan meningkatkan kinerja usaha mikro di tengah pandemic covid-19 dengan
studi kasus di Kecamatan Buleleng. Urgensi yang ditemukan dalam riset ini ialah secara
teoritis mampu digunakan sebagai tambahan referensi dalam proses pengembangan ilmu
pengetahuan dan juga menjadi sumber informasi terkait efektivitas program penyaluran
sejumlah dana bantuan pemerintah. Secara praktis, hasil riset ini mampu memberikan
informasi yang mengarah pada hal-hal baik bagi pelaku UMKM khususnya pada usaha mikro
terkait proses pengadaan program dana bantuan pemerintah agar UMKM mampu mengerti
dan juga memahami dengan baik mengenai proses atau alur serta tujuan adanya program ini,
sehingga memberikan informasi bagi pihak pemerintah terkait efektivitas dari program yang
sedang berjalan. Hasil riset ini dapat dijadikan patokan atau acuan dalam menjalankan proses
evaluasi dari program penyaluran dana bantuan berikutnya.

Metode

Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan menafsirkan
kasus atau kejadian atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan
fenomena pemberian dana BPUM kepada UMKM khususnya usaha mikro di masa pandemic
Covid-19 dengan memperhatikan pada pengumpulan dan analisis data. Dalam riset ini, proses
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Menurut Creswell (2014:135), penelitian yang dilakukan dengan studi
kasus dinilai sebagai pendekatan kualitatif, dimana riset yang dilakukan akan mengeksplorasi
kehidupan yang terjadi secara nyata, melalui pengumpulan data yang dilakukan secara detail
dan juga menunjukkan adanya keterlibatan beragam sumber informasi atau juga sumber
informasi majemuk (misalnya hasil pengamatan, wawancara, bahan-bahan audiovisual dan
juga dukungan data dari dokumen), serta melaporkan deskripsi kasus yang ditemukan.
Penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu melihat fenomena yang terjadi mengenai
perkembangan UMKM di masa pandemi, dimana pada masa pandemi banyak UMKM yang
gulung tikar akibat banyak masyarakat yang dirumahkan atau putus hubungan kerja sehingga
menurunnya pendapatan yang berdampak pada penurunan jumlah pembeli. Dengan adanya
fenomena atau kasus yang terjadi Pemerintah memberikan bantuan dana bagi UMKM dimasa
pandemi yang disebut dengan Bantuan Pelaku Usaha Mikro. Sehingga peneliti disini ingin
melihat efektif atau tidaknya program bantuan tersebut. Dalam penyelenggaran riset ini, maka
pihak peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data ialah melakukan kegiatan
dokumentasi, observasi dan juga wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 6 orang pelaku
usaha mikro yang menerima BPUM yang ada di Kecamatan Buleleng. Sumber data yang
mendukung riset ini ialah bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu
wawancara secara langsung dengan 6 orang yang menjadi responden ialah para pihak pelaku
usaha mikro yang memperoleh penyaluran BPUM yang ada di Kecamatan Buleleng. Data
sekunder yang digunakan ialah mengacu pada buku, jurnal, laporan, dan Undang-Undang
yang dapat mendukung penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam riset ini telah mengacu
pada Indikator dari Efektivitas.

Lestari (2015), menyatakan untuk melihat efektif tidaknya proses kegiatan penyaluran
dana BPUM dalam melakukan usaha atau upaya peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 75



JURNAL JKUNTANS] [NJANADO

Jurnal Rkuntansi Manado

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 5 No. 1 April 2024 e-ISSN 2774-6976

dengan cara melakukan proses analisis dengan menggunakan 5 (lima) indikator ialah: 1)
Pemahaman program yang dinilai sebagai indikator efektivitas guna melakukan proses
pengukuran terkait sejauh mana para pihak pelaku usaha mampu mengerti ataupun
memahami suatu kegiatan yang dilakukannya. 2) Tepat sasaran, maka dalam hal ini dinilai
sebagai indikator efektivitas guna melakukan proses pengukuran terkait sejauh mana
ketepatan pemberian dan juga pemanfaatan sejumlah dana program BPUM. 3) Tepat waktu,
dalam hal ini dinilai sebagai indikator efektivitas yang mampu dipandang dari keselarasan
waktu dalam proses penyaluran BPUM. 4) Tercapainya tujuan, maka dianggap sebagai
indikator efektivitas guna melakukan proses pengukuran terkait sejauh mana suatu program
atau juga kegiatan mampu mencapai tujuan yang diharapkannya. 5) Perubahan nyata, maka
dinilai sebagai indikator efektivitas dalam melakukan proses pengukuran terkait sejauh mana
suatu program mampu dalam hal ini memunculkan dampak yang arahnya pada hal-hal positif
dan juga adanya perubahan nyata bagi para peserta yang melaksanakan kegiatan atau
program ini. Keabsahan data yang ada dalam riset ini telah memakai triangulasi sumber
dengan cara menggali informasi dengan para responden dengan cara melalui proses
wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model
Miles and Huberman yaitu dimulai dengan reduksi data, penyajian data serta pengambilan
kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Penyaluran Dana BPUM

Responden dalam penelitian ini menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa
sebesar (72%) responden memiliki tingkat pendidikan minimal SMA (46,24%) dan sarjana
sebesar (25,81%) dengan umur lebih dari 40 tahun. Dengan adanya pertimbangan
karakteristik tersebut diharapkan responden dapat menyampaikan pendapatnya atas
beberapa variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan peraturan
Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020 dinyatakan bahwa pedoman yang dilakukan
dalam program BPUM vyaitu adanya alur pencairan dana dimulai dengan pemberitahuan
melalui sms dan eform BRI, verifikasi, dan pencairan. Penilaian efektif dan tidak efektifnya
program BPUM dilihat dari beberapa indikator yaitu:

Pemahaman Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pada indikator pemahaman
program menyatakan bahwa 100% responden paham mengenai program BPUM yang
disalurkan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM. Para responden memperoleh dana
bantuan sejumlah Rp 1,200.000. Menurut keterangan Ibu Komang sebagai salah satu
responden menyatakan bahwa beliau memperoleh informasi melalui tetangganya sendiri yang
mana proses yang harus dilalui diantaranya, pengisi blangko dari dinas koperasi, lalu
mengumpulkan fotocopy KK dan KTP, kemudian menyetor surat pernyataan bahwa memiliki
usaha, dan terakhir menyetor foto buku rekening bank BRI yang akan disetor ke dinas
koperasi. Keterangan tersebut juga disampaikan oleh responden lainnya yaitu Ibu Rai yang
menyatakan bahwa informasi terkait BPUM diperoleh dari media elektronik, tetangga maupun
dari kerabat responden. Pemenuhan indikator pemahaman program dilihat dari sejauh mana
responden memahami program BPUM ini, dimana berdasarkan hasil wawancara, diperoleh
hasil bahwa semua responden memahami dan mengetahui program BPUM mulai dari
pendaftaran, tujuan hingga pencairan dana BPUM. Hal ini memperlihatkan adanya bentuk
kerjasama yang dilakukan dengan secara baik yang telah terjadi diantara lembaga
penanggung jawab ialah pihak Kementerian Koperasi dan UKM dengan pihak lembaga
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pengusul BPUM ialah pihak Dinas Koperasi dan UKM serta para pihak lembaga lain, seperti
pihak Kepala Desa dalam menyebarkan informasi yang ada kaitannya dengan program.

Tepat Sasaran

Sasaran yang dituju oleh pemerintah dalam memberikan bantuan ini diperuntukkan
bagi pelaku usaha mikro untuk menjalankan usahanya dalam upaya Program Pemulihan
Ekonomi Nasional di tengah pandemic covid-19 disebut Bantuan Pelaku untuk Usaha Mikro
(BPUM). Tepat sasaran salah satunya dapat dilihat dari pekerjaan lain responden apakah
tepat untuk pelaku UMKM, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI
No. 6 Tahun 2020. Kriteri-kriteria tersebut yaitu memiliki usaha, tidak sedang mengakses
pembiayaan di bank, dan bukan ASN, pegawai BUMD/BUMN, serta bukan anggota TNI dan
POLRI. Berdasarkan hasil wawancara maka diperoleh data terkait usaha responden yang
disajikan pada Tabel 2,3 dan 4.

Tabel 1. Kriteria BPUM: Memiliki Usaha Dengan Aset < 50 juta dan omset < 300 juta
Memiliki Usaha Jumlah Persentase
lya 6 orang 100%
Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 6 penerima BPUM

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa penerima BPUM di Kecamatan
Buleleng memenubhi kriteria yang pertama yaitu memiliki usaha dengan aset < Rp. 50.000.000
dan omset < Rp. 300.000.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerima BPUM memang
memiliki usaha sehingga berhak dan layak mendapatkan dana BPUM.

Tabel 2. Kriteria BPUM : Tidak Mengakses Pembiayaan Perbankan
Mengakses Pembiayaan Perbankan Jumlah Persentase
Tidak 6 orang 100%
Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 6 penerima BPUM

Berdasarkan tabel 2responden tidak sedang mengakses atau menerima pembiayaan
di perbankan. Data tersebut menunjukkan bahwa penerima BPUM di Kecamatan Buleleng
sudah sesuai dan memenuhi kriteria BPUM yang kedua yaitu tidak sedang menerima
pembiayaan perbankan baik berupa kredit atau modal usaha sehingga sistem screening yang
digunakan oleh Kementerian Dinas Koperasi dan UMKM RI dalam pembersihan data sudah
berjalan dengan baik. Kriteria yang terakhir adalah penerima BPUM bukan anggota ASN,
pegawai BUMN/BUMD, TNI dan POLRI dan ini berdampak pada pasangan dari penerima
BPUM tersebut. Ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 3. Pekerjaan Lain Dari Penerima BPUM

Pekerjaan Lain Jumlah
ASN atau Pegawai BUMN 0 orang
Polri atau TNI 0 orang
Pedagang 5 orang
Penjahit 1 orang

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 6 penerima BPUM

Berdasarkan tabel 3, responden yang menerima dana BPUM merupakan pedagang
dan penjahit yang termasuk kedalam kategori UMKM yang mana usahanya berdiri dari tahun
2007 sampai tahun 2020. Menurut keterangan dari Ibu Luh menyampaikan bahwa beliau
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memulai usahanya di awal covid karena tidak mendapat penghasilan lagi dari pekerjaan
sebelumnya. Responden lain Ibu Komang yang mengalami penurunan penjualan selama
covid yang mana usahanya telah berdiri dari tahun 2008 sampai tahun 2020. Responden lain
juga mengalami hal yang sama yaitu semua mengalami penurunan penghasilan akibat covid.
Usaha yang digeluti oleh seluruh responden rata-rata sejenis penjualan kebutuhan pokok serta
berupa makanan dan minuman yang tentu tidak memerlukan modal besar dan termasuk
kedalam UMKM. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana BPUM
telah tepat sasaran dengan menyalurkan dana BPUM kepada pelaku usaha mikro sebagai
penerima BPUM.

Tepat Waktu

Tepat waktu dalam hal ini dinilai sebagai salah satu indikator yang ada di dalam
efektivitas yang dilihat dari adanya keselarasan waktu dalam melakukan pelaksanaan program
BPUM. Hasil wawancara dari pihak responden ialah Ibu Pujati, menyampaikan pencairan
sejumlah dana bantuan dilakukan dengan tepat waktu ialah 3 bulan setelah adanya
pemberitahuan tanggal pengambilan sejumlah dana. Dalam hal ini, pihak responden yang lain
juga memberikan pernyataan yang sama. Tanggapan lain yang diberikan oleh pihak
responden ialah Ibu Ayu, menyatakan pelaksanaan dari program BPUM sudah sesuai dengan
ketentuan batas waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya, hal ini dimulai dari proses
pendaftaran awal BPUM hingga adanya melakukan perpanjangan program BPUM, sedangkan
dalam proses pencairannya mampu dilakukan sesuai adanya pemberitahuan yang dilakukan
kepada pihak penerima BPUM hingga 3 bulan kedepan. Dalam hal ini, maka dari 6 informan
telah berhasil melakukan proses pencairan secara tepat waktu tanpa mengalami kendala
dalam melakukan proses pencairan dari lembaga pihak penyalur BPUM.

Tercapainya Tujuan

Dalam hal ini, indikator tercapainya dilihat dari sejauh mana program BPUM mampu
mencapai apa yang menjadi tujuan sebelumnya atau sesuai dengan yang telah diharapkan.
Pihak pemerintah dalam menjalankan program BPUM dengan adanya harapan atau tujuan
agar pelaku UMKM mampu tetap menjalankan kegiatan usahanya, walaupun kondisinya
berada di tengah pandemi covid-19. Pakpahan (2020) menyatakan bahwa kebijakan dan
bantuan yang disalurkan oleh pihak pemerintah mampu menjadikan atau mendorong pelaku
UMKM tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya, walaupun kondisinya berada di tengah
kasus pandemi covid-19 ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 6 pelaku usaha mikro di
Kecamatan Buleleng, sebagian besar menyatakan bahwa dana BPUM yang diterima dapat
membantu responden dalam mempertahankan dan menjalankan usahanya di tengah pandemi
covid-19. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Suadnyani yang menyatakan bahwa dana BPUM
dapat membantu saat masa pandemi untuk menambah modal usaha agar tetap ada
pemasukan walaupun dalam jumlah yang kecil. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh
Kadek Pujati, yang menyatakan bantuan ini digunakan untuk menambah modal untuk para
UMK, pernyataan berikutnya oleh Ayu Rai juga menyatakan hal yang sama bantuan ini sudah
tepat sasaran yaitu dapat digunakan untuk membuka usaha, demikian juga dengan 2
narasumber lainnya yaitu Komang Sumayoni dan Ayu Supadmi. Hasil ini menunjukkan bahwa
tujuan dari adanya program BPUM ini telah terwujud, karena 6 narasumber sebagai UMKM
penerima BPUM telah dapat mempertahankan usahanya di tengah pandemi covid-19.
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Dampak Program

Indikator dampak program dapat dilihat dari sejauh mana program BPUM dapat
memberikan dampak positif dan membawa perubahan nyata bagi penerima BPUM.
Berdasarkan hasil wawancara maka diperoleh data terkait perubahan kondisi usaha
narasumber pada tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Kondisi Usaha Penerima BPUM

Kondisi Usaha Jumlah
Terdapat Perubahan 5 orang
Tidak Terdapat Perubahan 1 orang

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 6 penerima BPUM

Data dari tabel 4, menyatakan bahwa, dana BPUM yang diterima narasumber
membawa perubahan pada kondisi usaha. Menurut ibu Suadnyani selaku responden
menyatakan program BPUM memberikan dampak yang positif karena sangat membantu
selama pandemi karena dengan dana BPUM dapat menambah modal usahanya. Hal senada
pun juga disampaikan oleh responden yang lain. Narasumber menyatakan bahwa perubahan
yang dialami adalah penambahan jumlah barang yang dijual serta modal usaha untuk
membayar biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Namun ada satu responden
yaitu Ibu Komang menyatakan program BPUM ini sedikit dapat membantu karena dana yang
diterimanya hanya sekali itupun hanya digunakan untuk biaya makan sekeluarga jadi dampak
ke usaha bisa dibilang sangat kurang besar. Beliau mengatakan bahwa perubahan usaha
belum ada karena masih dalam keadaan pandemi dan pembeli tidak seramai sebelumnya,
sehingga beliau berharap pemerintah dapat menyalurkan dana bantuan kembali.

Berdasarkan uraian diatas yang menggunakan 5 indikator efektivitas, maka dapat
diketahui bahwa penyaluran dana BPUM sebagai modal usaha bagi UMKM di masa pandemi
covid-19 telah berjalan cukup efektif. Hal ini karena berdasarkan hasil wawancara, 4 dari 5
indikator efektivitas berupa pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu serta
tercapainya tujuan telah dapat dipenuhi oleh 6 orang penerima BPUM, yang berarti bahwa
ketercapaian indikator tersebut mencapai 100%. Akan tetapi, pada indikator dampak program,
hanya 5 dari 6 penerima BPUM yang mengalami perubahan nyata dalam usahanya dan 1
orang lainnya merasa belum mengalami perubahan nyata dalam usahanya sejak pandemi.
Hal ini terjadi karena pada masa pandemi jumlah pembeli masih kurang, sehingga perubahan
pada usahanya belum cukup terasa serta narasumber yang mempergunakan sebagian dana
yang diterima untuk memenuhi kebutuhan keluarga diluar kebutuhan usahanya. Selain itu,
program ini tetap membawa perubahan usaha yang baik bagi UMKM di saat pandemi covid-
19. Berjalannya program ini secara efektif memberikan angin segar bagi pemulihan ekonomi
Indonesia melalui UMKM. Berjalannya program ini tentu membutuhkan kerjasama dan
dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Dengan memperhatikan
hal tersebut ekonomi Indonesia dipastikan akan pulih dengan segera karena telah dibenahi
dan diperkuat dari sektor ekonomi terkecil yaitu UMKM.

Kesimpulan dan Saran

Mengacu pada perolehan hasil riset ini, maka berhasil disimpulkan bahwa program
BPUM telah dapat berjalan dengan cukup efektif. Berdasarkan uraian diatas yang
menggunakan 5 indikator efektivitas, maka dapat diketahui bahwa penyaluran dana BPUM
sebagai modal usaha bagi UMKM di masa pandemi covid-19 telah berjalan cukup efektif. Hal
ini karena berdasarkan hasil wawancara, 4 dari 5 indikator efektivitas berupa pemahaman
program, tepat sasaran, tepat waktu serta tercapainya tujuan telah dapat dipenuhi oleh 6 orang
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penerima BPUM, yang berarti bahwa ketercapaian indikator tersebut mencapai 100%. Akan
tetapi, pada indikator dampak program, hanya 5 dari 6 penerima BPUM yang mengalami
perubahan nyata dalam usahanya dan 1 orang lainnya merasa belum mengalami perubahan
nyata dalam usahanya sejak pandemi. Hal ini terjadi karena pada masa pandemi jumlah
pembeli masih kurang, sehingga perubahan pada usahanya belum cukup terasa serta
narasumber yang mempergunakan sebagian dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan
keluarga diluar kebutuhan usahanya. Selain itu, program ini tetap membawa perubahan usaha
yang baik bagi UMKM di saat pandemi covid-19. Berjalannya program ini secara efektif
memberikan angin segar bagi pemulihan ekonomi Indonesia melalui UMKM. Berjalannya
program ini tentu membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak seperti
pemerintah dan masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut ekonomi Indonesia
dipastikan akan pulih dengan segera karena telah dibenahi dan diperkuat dari sektor ekonomi
terkecil yaitu UMKM.

Keterbatasan penelitian ini yaitu wawancara hanya berfokus pada Masyarakat
penerima bantuan terkait pemerintah tidak dilakukan wawancara, sehingga informasi yang
diterima hanya dari sudut pandang penerima bantuan dan menyebabkan peneliti kurang bisa
menjelaskan bagaimana sistem atau proses pemberian bantuan tersebut. Implikasi secara
teoritis dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai UMKM
bagi civitas akademika terkhusus mengenai Efektivitas Program BPUM, sedangkan secara
praktis pihak UMKM terbantu adanya bantuan dari pemerintah tersebut yang digunakan
sebagai modal usaha dalam menopang penghasilan selama covid-19 dalam penambahan
jumlah barang yang dijual serta modal usaha untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk
menjalankan usaha. Bagi pihak Pemerintah hasil riset ini mampu digunakan sebagai sumber
informasi dalam mencari atau menemukan alternatif yang dijadikan sebagai solusi serta
sebagai masukan yang bermanfaat kepada instansi dalam menjalankan program BPUM
secara optimal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menyadarkan UMKM dalam
penggunaan dana BPUM sesuai dengan tujuannya dan mengurangi Tindakan
penyalahgunaan penggunaan dana BPUM. Selain itu, penggunaan dana BPUM sesuai
dengan tujuannya yaitu sebagai modal usaha dilakukan agar kedepannya dapat memperoleh
pendapatan yang lebih tinggi. Bagi pihak Pemerintah dalam hal ini begitu sangat disarankan
agar lebih obyektif lagi dalam memberikan dana bantuan dan memberikan kebijakan yang
tegas tentang tujuan dari pemberian dana bantuan sehingga penggunaannya jelas bagi
penerima bantuan.
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